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Abstrack

Regional expansion is carried out on the basis of considerations to improve services
to the community, improve the management of regional potential, and improve the welfare of
the community. Along with the dynamics of community development in the reform era, the
phenomenon of the community's desire to form new autonomous regions (both Province,
Regency/City) emerged. One of them is Indragiri Hilir Regency which will expand into South
Indragiri as a new autonomous region.Indragiri Hilir Regency is considered feasible to
expand, considering its very wide geographical conditions. In addition, many areas are
separated by rivers so that access to the capital city as a service center is difficult to reach.

This study aims to determine the dynamics of local elites in fighting for the expansion
of South Indragiri Regency and to find out the feasibility of the expansion, as well as the
obstacles to the expansion of South Indragiri which have not been developed until now. The
Political Theory of Regional Government used in the study acts as a reinforcement so that the
researcher is able to explain the research data. This study uses a qualitative approach and
the type of descriptive research. Data collection techniques were carried out by means of
observation, interviews and documentation.

The results of this study indicate that first, the dynamics of the local elite and the
community in fighting for the expansion of South Indragiri Regency have made efforts to
expand their area so that the community can get more services. Second, the preparation of
administrative requirements for South Indragiri Regency is ready to be expanded. This
preparation must prepare human resource development efforts. Third, the slow process of
division of South Indragiri Regency is caused by the moratorium on the formation of new
autonomous regions (DOB) from the central government.
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A. PENDAHULUAN

Dinamika elit lokal adalah interaksi
antara individu-individu yang memegang
peranan penting dalam keputusan pada
tingkat lokal maupun daerah. Dinamika
elite lokal yang bahas lebih mengarah ke
bagaimana perjuangan elit, kelompok
masyarakat untuk memekarkan daerahnya
dengan segala persiapan yang dilakukan
serta meminta persetujuan dengan pihak
yang terkait, agar dengan persetujuan
tersebut di setujui sehingga Indragiri
Selatan bisa di mekarkan menjadi
kabupaten baru dengan kelayakan dan
syarat-syarat untuk menjadi daerah otonom
baru telah terpenuhi. Akan tetapi
pemerintah melalui Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia melakukan
Moratorium atau penundaan pembentukan
daerah otonom baru, sehingga dengan hal
ini masyarakat Indragiri  Selatan
diharapkan bersabar sampai di cabutnya
Moratorium pembentukan daerah otonom
baru oleh Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia.

Pemekaran daerah dimulai dari
aspirasi elite-elite lokal dengan bantuan
kelompok-kelompok  kepentingan agar
dapat mengumpulkan massa dalam hal ini
terdapat tokoh masyarakat, masyarakat,
pemuda, serta mahasiswa. Terdapat
kecenderungan bahwa pembentukan suatu
daerah selalu diawali dengan
beranggotakan elite-elite lokal, dilanjutkan
dengan penggalangan massa, sebelum
akhirnya menyampaikan proposal
pemekaran kepada Pemerintah Pusat
melalui DPR, Kementerian Dalam Negeri
dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam
proses  pembentukannya,  pemekaran
daerah di beberapa wilayah Indonesia
harus diakui sebagian besar lebih
bernuansa politis, hal ini terjadi karena

beberapa alasan, sebagian berpendapat
sebagai perluasan karir politik, ada juga
sebagian yang beralasan sebagai perluasan
karir politik. Selebihnya bisa dikatakan
dalam rangka mengibarkan bendera partai
yang dianut. Selain itu, proses pemekaran
daerah sering menimbulkan konflik antara
elite lokal daerah induk dengan elite lokal
daerah otonom baru (Rohmah, 2018).

Perlu  diketahui  bahwa isu
pemekaran Indragiri Selatan awalnya
datang dari cerita warung-warung kopi di
Kuala Enok, sehingga tersebar luas ke
masyarakat dari mulut-kemulut. Sehingga
digagaslah oleh tokoh-tokoh yang ada
disana seperti: H. Badak dari Kuala Enok,
H. Sindrang dari Enok, H. Said dari
Sungai Batang, dan Uteh Amat dari
keritang sejak awal tahun 2000. Tokoh-
tokoh  tersebut mulai  mengadakan
pertemuan dimasing-masing Kecamatan
tempat mereka berdomisili, seiring dengan
waktu pertemuan terbentuklah namanya
dewan percepatan pemekaran Indragiri
Selatan yang diketuai oleh Muhammad
Kamal dari Kecamatan Enok.

Harapannya disambut  dengan
komitmen Wakil Ketua Komisi 11 DPR R,
HM Lukman Edy bahwa pihaknya akan
memprioritaskan pembahasan mengenai
pemekaran Indragiri Selatan dan Indragiri
Utara. Diharapkan, akhir tahun ini
pemekaran ini dapat diwujudkan. Bukan
hanya itu DPR RI menyetujui Rancangan
Undang-Undang  (RUU)  pemekaran
Indragiri Selatan (Insel) dari Kabupaten
Indragiri  Hilir (Inhil) untuk dibahas
bersama DPR dengan pemerintah untuk
menjadi kabutuhan baru. Menanggapi hal
tersebut  Sekjen  Tim Percepatan
Pemekaran Indragiri Selatan (TPPI) yang
juga Ketua Forum Komunikasi Peduli
Indragiri Selatan (FKPI) Hermison Lebong
yang di dampingi oleh Tim.
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PETA KAB. INDRAGIRT HILIR

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir,
2021.

Dapat kita lihat pada peta di atas
mengenai wilayah pemekaran Kabupaten
Indragiri  Hilir (Inhil) yang akan di
mekarkan menjadi Kabupaten Indragiri
Selatan (Insel) di antaranya meliputi 6
kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di
Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Kecamatan
Keritang, Reteh, Kemuning, Tanah Merah,
Enok dan Sungai Batang. Tentunya
masyarakat di wilayah kecamatan yang
nantinya akan menjadi lbukota Indragiri
Selatan (Insel) akan menimbulkan konflik
ataupun adu argumen soal Ibukota
Indragiri Selatan apabila dimekarkan.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang
sudah dijelaskan terkait dengan
permasalahan Maka dari itu penulis
merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana dinamika elit lokal dalam
memperjuangkan pemekaran
Kabupaten Indragiri Selatan untuk
menjadikan daerah otonom baru?

2. Bagaimana kelayakan Kabupaten
Indragiri Selatan untuk menjadikan
daerah otonom baru?

C. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam
penelitian tersebut adalah “’Teori Elit
Lokal’” untuk melihat dinamika elit lokal
dalam  memperjuangkan  pemekaran
Kabupaten Indragiri Selatan untuk menjadi
daerah otonom baru. Suzanne Keller
menjelaskan bahwa elit tidak bersifat
tunggal, dinamika Elit Lokal dalam
konteks pemekaran daerah merupakan
kelompok kepentingan (Interest Grup)
yang memiliki tujuan tertentu, dinamika
elit lokal ini muncul karena adanya usulan
dari masyarakat Indragiri Selatan untuk
membentuk daerah otonom baru. pendapat
Harold D. Laswell dalam bukunya,
Politics: Who Get’s What, When, How
(1938) dalam Miriam Budiardjo (2008: 73)
menjelaskan bahwa tujuan dari politik
adalah kekuasaan untuk mendapatkan apa,
kapan dan bagaimana. Apa yang akan di
dapat oleh para elite dan massa bila proses
pemekaran ini membuahkan hasil? Apakah
kepentingan elite akan diikuti dengan
tujuan mulia pemekaran demi
kesejahteraan masyarakat ataukah
kesejahteraan elite? Elit politik atau
politisi menurut  Harold Laswell
merupakan sekelompok kecil orang yang
memegang posisi dan peranan penting
dalam masyarakat, mereka memperoleh
sebagian besar dari apa saja dan mereka
termasuk dalam elit yang berpengaruh baik
pada pemerintahan pusat dan daerah. Teori
Pemerintahan Daerah dan Politik Garry
Stokrt, 1991. Fokusnya pada empat
pendekatan yakni: Pandangan Lokalis,
Hak Baru dan Teori Pilihan Publik, Tesis
Negara Ganda, Negara lokal dan hubungan
sosial.
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D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif, yang disebut juga
dengan metode Kkualitatif karena data
penelitian berupa data kualitatif yang
diungkapkan dalam bentuk kalimat serta
uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita
pendek. Data kualitatif bersifat subjektif,
sehingga peneliti yang menggunakan data
penelitian kualitatif harus sedapat mungkin
untuk menghindari sifat subjektif yang
dapat mengaburkan obyektifitas data
penelitian. Penelitian ini berlokasi di
Kabupaten Indragiri Hilir, dengan alasan
penulis meneliti pemekaran di Kabupaten
Indragiri Hilir karena otonomi daerah bisa
diharapkan untuk mencapai kesejahteraan
dan pemerataan pembangunan khususnya
di wilayah Indragiri Selatan.

Tabel
Informan Penelitian
No Kelompok Informan Jumlah
Informan
(Orang)
1. Staff Kantor Bupati Indragiri 2
Hilir
Tim Pemekaran 1
Anggota DPRD  Provinsi 1
Riau
4. Anggota DPRD Kab. 1
Indragiri Hilir
5. LAMR 1
6. Tokoh Masyarakat 3
Total 9 Orang
Sumber: Data Olahan Penulis,
2021.

E. PEMBAHASAN

. Gambaran Umum Kabupaten
Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi
menjadi Daerah Tingkat Il berdasarkan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965
tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49) maka
terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri
menjadi dua Kabupaten vyaitu Indragiri
Hilir dan Indragiri Hulu, dan pada tahun
1999 kabupaten Indragiri Hulu dipecah

[EEN

lagi menjadi Kabupaten Kuantan Singingi.
Penduduk Kabupaten Indragiri  Hilir
berjumlah 670.814 jiwa yang terdiri dari
337.990 jiwa penduduk laki-laki dan
332.824 jiwa penduduk perempuan.

Wilayah kabupaten Indragiri Hilir
terletak dibagian selatan Provinsi Riau
dengan luas wilayah 18.812,97 km? yang
terdiri dari daratan 11.605,97 km? dan
perairan 7.207 km? (perairan umum 889
km? dan laut 6.318 km?) dalam posisi 00
36’ lintang utara, 1° 07 lintang selatan,
104° 100 bujur barat dan 102° 32 bujur
timur.  Adapun batas-batas  wilayah
kabupaten Indragiri Hilir adalah:
Sebelah Utara: Kabupaten Pelalawan
Sebelah Selatan: Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (Prov. Jambi)
Sebelah Bara : Kabupaten Indragiri Hulu
Sebelah Timur: Kabupaten Tanjung Balai
Karimun (Prov. KEPRI).

2. Gambaran Umum Calon

Kabupaten Indragiri Selatan
Secara  administratif ~ rencana

wilayah Kabupaten Indragiri Selatan
setelah pemekaran terdiri dan 6 kecamatan,
masing-masing Kecamatan yang
direncanakan tergabung dengan Kabupaten
Indragiri Selatan yaitu: Keritang, Reteh,
Enok, Tanah Merah, Kemuning, Sungai
Batang. Penduduk di kawasan ini
mayoritas didominasi oleh 4 (empat) suku
utama yaitu, suku Melayu, Bugis, Banjar,
dan Jawa, selain itu terdapat juga suku-
suku lainnya yang ada di Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Secara Geografis,
calon Kabupaten Indragiri Selatan terletak
di sebelah selatan Kota Tembilahan
dengan luas wilayah 3.225,09 km? atau
27,78% dari wilayah induk secara
keseluruhan. Kabupaten Indragiri Selatan
yang nantinya akan berbatasan dengan
Kabupaten Indragiri Hulu di sebelah barat,
Kabupaten Indragiri Hilir di sebelah utara,

JOM FISIP Vol. 9: Edisi II Juli_Desember 2022

Page 4



Selat Berhala di sebelah timur, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat di
sebelah  selatan. Jumlah  penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir Selatan sekitar
210.545 jiwa atau sekitar 31,38%. Kriteria
jumlah penduduk pada wilayah calon
Kabupaten Indragiri Selatan dari jumlah
penduduk dan kepadatan penduduk secara
keseluruhan. Jumlah penduduk calon
Kabupaten Indragiri Selatan berjumlah
210.545 Jiwa, yang terdiri dari 103.514
laki-laki dan 107.031 perempuan.

3. Persiapan Pemekaran Wilayah
Sebagai Daerah Otonom Baru
Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 menentukan bahwa pemekaran
daerah adalah pemecahan daerah provinsi
atau daerah kabupaten/kota menjadi dua
atau lebih daerah baru atau penggabungan
bagian daerah dari daerah yang bersanding
dalam satu daerah provinsi menjadi satu
daerah baru. Berkaitan dengan persyaratan
untuk memekarkan satu daerah, sedikit
mengalami perubahan dengan
diundangkanya Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 yang hanya menentukan 2
(dua) persyaratan yaitu persyaratan dasar
kewilayahan yang meliputi: luas wilayah
minimal, jumlah penduduk minimal, batas
wilayah, cakupan wilayah, serta batas
minimal usia daerah dan persyaratan
administratif.

1. Syarat administratif adalah syarat
yang meliputi adanya persetujuan
DPRD dan Bupati/Wali
kota/Gubernur  serta  mendapat
rekomendasi dari Menteri Dalam
Negeri.

2. Syarat teknis adalah syarat meliputi
faktor ~yang  menjadi  dasar
pembentukan daerah yang
mencakup faktor: Kemampuan
ekonomi, Potensi daerah, Sosial
budaya, Sosial politik,

Kependudukan, Luas  daerah,
Pertahanan, Keamanan,
Kemampuan keuangan, Tingkat
kesejahteraan masyarakat, Rentang
kendali penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dan Faktor
lain yang memungkinkan
terselenggaranya otonomi daerah.
3. Syarat fisik adalah syarat yang
meliputi tersedianya lokasi calon
ibukota, sarana dan prasarana, serta
terpenuhinya  jumlah  wilayah
pemerintahan yang akan bergabung

menjadi bagian sistem
pemerintahan  yang  baru/akan
dibentuk.

Kabupaten Indragiri Hilir pada
dasarnya layak wuntuk di mekarkan,
mengingat kondisi geografisnya memang
sangat luas di samping itu kabupaten ini
daerah-daerahnya banyak dipisahkan oleh
aliran sungai serta parit sehingga akses ke
ibukota sulit sekali. Hal ini membuat akses
ekonomi makro sulit terjangkau oleh
masyarakat yang berada di daerah yang
terisolir.

Pasal 16 PP Nomor 78 Tahun
2007; menjelaskan tata cara pembentukan
daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Aspirasi sebagian besar masyarakat
setempat dalam bentuk keputusan
BPD untuk Desa dan Forum
Komunikasi Kelurahan atau nama
lain untuk Kelurahan di wilayah
yang menjadi calon cakupan
wilayah kabupaten/kota yang akan
di mekarkan.

b. DPRD  Kabupaten/kota  dapat
memutuskan untuk menyetujui atau
menolak aspirasi sebagian besar
masyarakat dalam bentuk
Keputusan DPRD.

c. Bupati/Wali kota memutuskan
untuk menyetujui atau menolak
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aspirasi sebagian besar masyarakat
dalam bentuk keputusan
Bupati/walikota berdasarkan hasil
kajian Daerah.

d. Bupati/Walikota mengusulkan
pembentukan Kabupaten/Kota
kepada Gubernur untuk
mendapatkan persetujuan dengan
melampirkan:

a) Dokumen aspirasi masyarakat
calon Kabupaten/Kota.
b) Hasil kajian Daerah.

c) Peta wilayah calon
Kabupaten/Kota; dan
Keputusan DPRD

kabupaten/kota serta keputusan
Bupati/Wali kota.

4. Dinamika Elit Lokal Dalam
Memperjuangkan Pemekaran
Kabupaten Indragiri Selatan
Menjadi Daerah Otonom Baru
Tahun 2009-2015
Dinamika elite lokal yang bahas

lebih mengarah ke bagaimana perjuangan
elit, kelompok  masyarakat  untuk
memekarkan daerahnya dengan segala
persiapan yang dilakukan serta meminta
persetujuan dengan pihak yang terkait,
agar dengan persetujuan tersebut di setujui
sehingga Indragiri Selatan bisa di
mekarkan menjadi kabupaten baru dengan
kelayakan dan syarat-syarat untuk menjadi
daerah otonom baru telah terpenuhi. Akan
tetapi pemerintah melalui Kementerian
Dalam  Negeri  Republik  Indonesia
melakukan Moratorium atau penundaan
pembentukan  daerah  otonom  baru,
sehingga dengan hal ini masyarakat
Indragiri  Selatan diharapkan bersabar
sampai  di  cabutnya  Moratorium
pembentukan daerah otonom baru oleh
Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia.

5. Tokoh-Tokoh Elit Lokal dan
Masyarakat Pada pemekaran
Indragiri Selatan

No Elit/aktor Jabatan Tokoh
Politik Masyarakat

1. Lukman Edi Wakil Edi Haryanto
Komisi Il | Sindarng

DPR RI
2009-2016

2. Muhammad Bupati Muhammad
Wardan Indragiri Kamal

Hilir 2013-
Sekarang

3. Indra Muchlis | Bupati Hermison
Adnan Indragiri Lebong
Hilir  2003-
2013

4, Dani M Nursalam Ketua Ahmad Ramani
DPRD Inhil

2014-2019

Wakil Ketua | H Zukifli
DPRD Inhil
2014-2019

5. Ferryandi

6. Musyaffak Asikin | Anggota H Khairudin
DPRD Riau

2014-2019

7. Muhammad Arfah | Anggota H Said
DPRD Riau
2014-2019

8. Abdul Wahid Anggota Uteh Amat
DPRD Riau
2014-2019

9. Yusuf Said DPRD Inhil | H Badak

2014-2019

10. | Darussalam Asisten I | H Sindrang
Bupati Inhil

11. | Alimudin Mantan Sarfan
Sekda Inhil

Sumber: Olahan Penulis, 2021.
Pada dasarnya elit adalah orang-
orang yang mampu menduduki jabatan
tinggi dalam lapisan masyarakat, dengan
kedudukanya itu dapat mempengaruhi
perkembangan dalam masyarakat, dan
engan demikian dapat dikatakan juga elit
adalah produk dari masyarakat. Peranan
elit dan masyarakat tersebut menjadi
pondasi kuat untuk melakukan pemekaran
daerah  dengan  upaya-upaya yang
dilakukan sebagai usulan dari masyarakat.
6. Upaya Yang Dilakukan Aktor
Pada Pemekaran Indragiri
Selatan Tahun 2009-2015
a. Elit lokal berperan dalam menarik
massa agar  semua  proses
pemekaran melibatkan peran serta
masyarakat yang diawali dengan
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tokoh masyarakat, tokoh adat, serta
mahasiswa Indragiri Hilir agar
tidak ada unsur kepentingan dibalik
perjuangan pemekaran.

. Tim Pemekaran Indragiri Selatan
yang diketuai Muhammad Kamal
melakukan Audiensi bersama Tim
Pemekaran, tokoh masyarakat, dan
Mahasiswa dimulai pada Tahun
2008  dengan  menyampaikan
aspirasi melalui anggota DPRD
asal Indragiri Selatan DPRD
Provinsi Riau, DPR RI dan DPD
Rl asal Provinsi Riau sebagai
penyampai aspirasi dari rakyat
khususnya Indragiri Selatan untuk
di mekarkan menjadi daerah
otonom baru.

DPRD Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor kpts  26/DPRD/2008
tentang  persetujuan  terhadap
usulan Pembentukan Kabupaten
Indragiri Hilir Selatan.

Ketua DPRD Kabupaten Indragiri
Hilir Dani M Nursalam dan
anggota DPRD selalu menghadiri
agenda berbagai kegiatan dan atau
silaturahmi mengenai pembahasan
pemekaran Kabupaten Indragiri
Hilir, baik kegiatan ditingkat
daerah maupun kegiatan di tingkat
Provinsi dan pemerintah pusat saat
menghadiri silaturahmi
Pemerintahan Kabupaten Indragiri
Hilir dengan Komisi |1 DPR RI dan
tokoh masyarakat Indragiri Hilir di
Hotel Nagoya Hill Batam. Dani M
Nursalam didampingi Wakil Ketua
Ferryandi saat  menyerahkan
dokumen pemekaran DOB
Kabupaten Indragiri Selatan dan
Indragiri Utara kepada Wakil
Ketua Komisi Il DPR RI HM
Lukman Edy yang merupakan adik
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kandung dari Bupati Kabupaten
Indragiri  Hilir Indra Mukhlis
Adnan pada saat itu .

Bupati  Indragiri  Hilir  Indra
Mukhlis Adnan dengan
mengeluarkan keputusan Bupati
Indragiri Hilir No. 177 tahun 2010
tentang Penetapan  Persetujuan
Pembentukan calon Kabupaten
Indragiri  Selatan, Pembentukan
Calon Kota Indragiri, dan
Pemindahan Lokasi Ibukota
Kabupaten Indragiri Hilir.
Selanjutnya Komisi Il DPR RI
melakukan Rapat Dengar Pendapat
Umum (RDPU) pada tanggal 3
Februari, 2015 dengan ketua Rapat
Lukman Edi Wakil Ketua Komisi
Il DPR RI pada saat itu. Rapat di
hadiri oleh Anggota Komisi Il DPR
Rl serta dengan Tamu Bupati,
Asisten I/ Staf Ahli Indragiri Hilir
bapak Darussalam, Anggota DPRD
Provinsi Riau bapak Muhammad
Arfah, Abdul Wahid, Musafak
Asikin, ketua DPRD Indragiri Hilir
dan wakil bapak Farryandi serta
Masyarakat dari Indragiri Selatan
bapak  Sarfan  serta  tokoh
masyarakat Indragiri Hilir yang
hadir.  Selain  dalam  rangka

membahas pengembangan
pemekaran Indragiri Selatan dan
Audiensi yang selenjutnya

dilakukan penyerahan Dokumen
pemekaran kepada Wakil Ketua
Komisi Il DPR RI Lukman Edi.

. Sampai dengan saat ini pemerintah

pusat belum mencabut moratorium
pembentukan daerah baru sehingga
semua usulan pemekaran daerah di
indonesia tidak dapat dilakukan
pemekaran  termasuk Indragiri
Selatan.
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7. Analisis Kelayakan Pemekaran
Indragiri Selatan
Analisis mengenai kelayakan suatu
daerah untuk di mekarkan menjadi daerah
otonom, didasarkan pada data-data yang
diperoleh. Dalam PP No. 78/2007 yang
membahas tentang syarat-syarat
pembentukan daerah secara jelas di atur
dalam Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa:
Pembentukan  daerah  kabupaten/kota
berupa pemekaran kabupaten/kota dan
penggabungan beberapa kecamatan yang
bersandingan pada wilayah
kabupaten/kota, yang berbeda harus
memenuhi syarat administratif, teknis, dan
fisikk kewilayahan. maka pengkajian
terhadap kelayakan usulan pemekaran
daerah  kabupaten Indragiri  Selatan
(INSEL). Setelah dilakukan analisis
kelayakan pemekaran Kabupaten Indragiri
Selatan telah layak menjadi daerah otonom
baru dengan terpenuhi syarat-sayarat
pemekaran daerah, masyarakat tentunya
sangat  berharap  akan  pemekaran
Kabuapten Indragiri Selatan Menjadi
Daerah Otonom Baru. Itu semua
diperjuangkan mulai dari elite lokal
sampai ke masyarakat, akan tetapi
masyarakat Indragiri  Selatan  harus
bersabar sampai dengan di cabutnya
Moratorium oleh Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
analisa penulis mengenai Dinamika Elit
Lokal Dalam Memperjuangkan Pemekaran
Kabupaten Indragiri  Selatan  Untuk
Menjadi Daerah Otonom Baru Tahun
2009-2015. Seiring dengan tuntutan dan
perkembangan dinamika elit  lokal,
masyarakat di tingkat bawah serta berbagai
peraturan perundangan yang ada, serta

untuk kepentingan masyarakat, maka dari
itu adanya dinamika perjuangan elit lokal
menjadi komitmen kuat untuk membentuk
Kabupaten Indragiri Selatan dengan 6
(enam) kecamatan yakni; Keritang, Reteh,
Enok, Tanah Merah, Kemuning, dan
Sungai Batang dengan total Jumlah
Penduduknya menurut data Badan Pusat
Statistik ~ Kabupaten  Indragiri  Hilir
sebanyak 235.220.00 Jiwa. Kabupaten
Indragiri Hilir terbilang layak untuk di
mekarkan, karena kondisi geografisnya
memang sangat luas di samping itu daerah-
daerahnya banyak dipisahkan oleh aliran
sungai serta parit sehingga akses ke
ibukota sulit sekali.

Adapun syarat-syarat Pembentukan
Daerah Otonom Baru yang telah
dilengkapi  Oleh  Calon  Kabupaten
Indragiri Selatan sebagaimana dalam PP
Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah, bahwa wilayah
Kabupaten  Indragiri  Selatan  telah
memenuhi syarat untuk di mekarkan yaitu:

e Persyaratan administatif wilayah
Kabupaten Indragiri Selatan telah
memenuhi syarat untuk di mekarkan,
mulai dari Keputusan DPRD
Kabupaten/Kota, Bupati/Wali kota,
Gubernur, dan DPRD Provinsi.
Namun rekomendasi dari menteri
yang belum ada keputusan sampai
saat ini, Karena  terbentur
Moratorium Pembentukan Daerah
Otonom Baru (DOB).

e Persyaratan teknis pembentukan
Kabupaten Indragiri Selatan sudah
dilakukan kajian kelayakan
pemekaran  yaitu:  kemampuan
ekonomi, potensi daerah, sosial
budaya, sosial politik, luas daerah,
pertahanan, keamanan, kemampuan
keuangan, tingkat kesejahteraan
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masyarakat, dan rentang kendali.

e Persyaratan fisik kewilayahan yang
berkaitan dengan calon ibukota
kabupaten, sarana dan prasarana,
perlu adanya komitmen kuat dari
berbagai pihak baik kabupaten atau
kecamatan, mulai dari pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir, cakupan
wilayah kecamatan dan batas lokasi,
serta untuk membangun sarana dan
prasaran pemerintahan kabupaten
yang akan dimekarkan.

Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa Pertama,dinamika
elite lokal dan masyarakat dalam
memperjuangkan pemekaran Kabupaten
Indragiri Selatan telah melakukan upaya
untuk  memekarkan daerahnya agar
masyarakat bisa mendapatkan pelayanan
yang lebih. Kedua, persiapan persyaratan
administratif siap untuk di mekarkan,
Ketiga, Lambatnya proses pemekaran
Kabupaten Indragiri Selatan disebabkan
oleh adanya Moratorium Pembentukan
Daerah Otonom Baru (DOB) oleh
pemerintah pusat.

2. Saran

e Hasil kajian ini harus dimaknai
sebagai sebuah prediksi ilmiah
untuk memberikan gambaran dan
sekaligus pijakan dalam merespon
keinginan elit lokal, masyarakat
untuk  melakukan  pemekaran
daerah.

e Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Provinsi Riau harus
lebih serius menanggapi proses
pembentukan kabupaten Indragiri
Selatan, hal-hal yang menjadi
permasalahan harus dikaji ulang,
sehingga Indragiri Selatan layak
untuk menjadi daerah otonomi baru
sehingga apa yang telah menjadi

aspirasi masyarakat selama ini
dapat terakomodasi.

e Pihak Kabupaten Indragiri Hilir
dan  tim  pemekaran  harus
memantau dan  aktif dalam
persiapan  pemekaran  wilayah
Kabupaten Indragiri Selatan. Tapi
pada kenyataanya saat ini tidak ada
lagi membicarakan soal pemekaran
dengan alasan menunggu
Moratorium Kemendgri di cabut.
Seharusnya Tim Pemekaran harus
berjuang melakukan pemekaran
baik mengevaluasi hasil kajian

pemekaran,  sosialisasi  kepada
masyarakat  daerah  pemekaran
melelui Pihak Kecamatan,

Kelurahan, dan desa. Sehingga
tidak adanya opini dari masyarakat
bahwa pemekaran yang
diperjuangkan hanyalah sebatas
kepentingan elite melainkan untuk
kepentingan  masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan  publik
yang lebik baik.
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